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ABSTRAK 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Negara merupakan satuan kelompok penduduk yang mendiami suatu wilaya 

dan memiliki kekuasaan yang sah dan berdaulat. Miriam Budiardjo menafsirkan 

negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang bisa untuk 

memaksakan kekuasaanya secara sah pada setiap golongan kemudian dapat 

menetapkan tujuan tujuan atas kehidupan bersama. Penduduk merupakan salah satu 

syarat berdirinya suatu negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 

Montevideo Convention on Right and Duties of States of 1933 (Konvensi 

Motevideo 1933). Jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2022 terdapat 275 773,8 Jiwa.1  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 1 menjelaskan yang di maksud 

“Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia”. Pada angka 3 dijelaskan 

”Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara 

 
1 “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023,” Badan Pusat Statistik, 

last modified 2023, accessed August 16, 2023, https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-

penduduk-pertengahan-tahun.html. 



2 
 

 
 

Indonesia”.  Kemudian angka 4 menyebutkanOrang Asing adalah orang bukan 

Warga Negara Indonesia.2 

Dengan jumlah penduduk yang besar maka diperlukan Administrasi 

Kependudukan yang bertujuan untuk mengatur identitas warga negara agar setiap 

peristiwa kependudukan baik mulai dari kelahiran hingga kematian dapat tercatat 

dengan baik sehingga terciptanya perlindungan hukum bagi Masyarakat. oleh sebab 

itu setiap warga negara Indonesia diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

sebagai identitas kependudukan. NIK berfungsi  sebagaikunci  akses dalam  

melakukan validasi dan  verifikasi dari data  jati diri seorang penduduk sehingga 

dapat mendukung peningkatan pelayanan   publik   di   bidang   administrasi   

kependudukan.3 Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

”Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas 

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”. 

Ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan merumuskan; 

 
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 
3 Witya Tryanti and Aldri Frinaldi, “Efektivitas Implementasi E-Government Dalam 

Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang,” Journal of 

Multidicsiplinary Research and Development 1, no. 3 (2019): 424–435, 

https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/75. 
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”NIK diterbitkan oleh instansi pelaksana. NIK diterbitkan setelah dilakukan 

pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan 

Kartu Tanda Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang 

bersangkutan”.  Instasi Pelaksana yang dimaksud disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) 

”Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, 

dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana 

yang diatur dalam Peraturan Daerah”.4  

NIK tercantum dalam berbagai dokumen kependudukan juga menjadi 

landasan untuk penerbitan paspor, sertifikat tanah, surat izin mengemudi, nomor 

pokok wajib pajak, dan dokumen lainnya. Saat ini untuk meciptkana transfomasi 

data kependudukan pemerintah mengeluarkan rencana kebijakan yang terkandung 

pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia atau SDI sebagi bentuk kebijakan tata kelola data pemerintah. 

Pada tahun 2021 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan selanjutnya disebut UU HPP. UU HPP 

secara garis besar memuat pengaturan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

penetapan implementasi pajak karbon, pengurangan jenis barang kena cukai (BKC) 

atau aturan mekanisme penambahan, tentang aturan program pengungkapan 

 
4 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4736. 
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sukarela wajib pajak (PPS) kebijakan aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh), dan 

aturan penghapusan terkait sanksi pidana perpajakan.5 

Salah satu ketentuan dalam UU HPP juga mengatur terkait Integrasi Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) sekaligus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada 

wajib pajak orang pribadi. Pengaturan terkait pengintegrasian ini diatur pada Pasal 

2 ayat (1a) yang berbunyi; 

”Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak 

orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk 

kependudukan”.6 

Pengaturan penggunaan NIK sebagai NPWP, merupakan langkah dari 

reformasi administrasi perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) 

huruf d Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk; melaksanakan reformasi 

administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis 

perpajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan Satu Data Indonesia (SDI) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia berbunyi; 

“Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk: mewujudkan ketersediaan Data 

yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 

dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan”.  

 
5 Sulasi Rongiyati, “Politik Hukum Undang-Undang Peraturan Perpajakan,” Info Singkat : 

Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XIII, no. 20 (2021): 1–6. 
6 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 
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Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan,  

”Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk 

menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi 

Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, 

Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk”.7 

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 selanjutnya di singkat UUD NRI 1945  dirumuskan; 

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang”.8 

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

selanjutnya disebut UU KUP;  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.9 

 
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data 

Indonesia,  
8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
9 Republik Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. 
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Dengan adanya perubahan NPWP menjadi NIK pemerintah berkewajiban 

untuk melindungi data pribadi wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang 

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 39 

ayat (1) disebutkan Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses 

secara tidak sah, kemudian ayat (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ 

atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan 

bertanggung jawab.10 Terlebih lagi dengan proses pengintegrasian ini maka akses 

untuk membuka akun wajib pajak dapat menggunakan NIK sehubungan dengan hal 

tersebut diperlukan proses keamanan yang baik karena jika terjadi kebocoran data 

maka dikawatirkan data Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak selanjutnya 

disebut WP yang berisi data kuangan dapat dibuka oleh orang yang tidak 

berkepentingan. 

Berdasarkan  Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 

112/Pmk.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menegaskan 

bahwa:  

“terhitung sejak 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk 

menggunakan NIK sebagai NPWP .11 Proses pengesahan data NPWP sebaga NIK 

dapat dilakukan secara mandiri melalui laman https://djponline.pajak.go.id”.  

 
10 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6820. 
11 Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia  Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang 

Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak 

Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660. 

https://djponline.pajak.go.id/
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Dalam proses validasi data NIK WP tidak jarang mengalami ketidak valitan 

data yang dimiliki. Selain itu tidak akuratnya data yang di alami oleh wajib pajak 

juga tidak dijelaskan dalam web djponline.pajak.go.id. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut wajib pajak harus mengecek data kependudukannya di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Penyebab ketidak akurat data ini karena 

adanya data ganda, kesalahan penulisan atau hilangnya data. Karena permasalahan 

inilah yang menyebabkan keraguan apakah proses administrasi pengindukan data 

di indonesia sudah siap untuk menerapkan kebijakan ini. 

Ditengah proses integrasi NPWP menjadi NIK timbul pertanyaan di 

masyarakat sebagai penduduk Indonesia apakah hal ini akan membuat seluruh 

orang yang memiliki NIK langsung menjadi WP. Untuk menjadi wajib pajak 

seseorang harus memenuhi dua syarat yaitu objektif dan subjektif. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan selanjutnya 

disebut UU PPh, Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan, badan 

dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang menjadi objek pajak dijelaskan pada Pasal 

4 menyebutkan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu 

setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
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untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun. 12 

Status NPWP Cabang untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu 

lokasi usaha menjadi pertanyaan banyak  pihak. Lantaran dalam Pasal 3 Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak disebutkan, 

”Wajib Pajak juga wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

atau Kantor Penyuluhan, Pelayananan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh 

NPWP Cabang.”13  

Oleh karena itu bagi wajib pajak apabila terdapat dua ataupun lebih tempat usaha 

yang masuk kedalam kawasan KPP yang berbeda harus membuat NPWP Cabang 

dengan mendapatkan kode nomor di ujung NPWP. Dengan bergantinya NPWP 

menjadi NIK, bagaimana Status NPWP Cabang apakah disamakan atau 

dihapuskan.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengkaji dan meneliti 

secara mengenai Proses Implemtasi Terhadap Perubahan NIK Menjadi NPWP 

Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga penting karena sampai 

 
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3985 
13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak 
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saat ini belum terdapat penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang Proses 

Implementasi Perubahan NIK Menjadi NPWP Dalam Sistem Perpajakan di 

Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai 

beriku: 

1. Bagaimana implementasi perubahan NIK menjadi NPWP dalam sistem 

perpajakan di Indonesia? 

2. Bagaimana dampak hukum bagi penduduk terhadap perubahan NIK 

menjadi NPWP dalam administrasi perpajakan di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menggambarkan Implementasi perubahan NIK menjadi NPWP 

dalam sistem perpajakan di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis dampak hukum penduduk terhadap perubahan NIK 

menjadi NPWP dalam administrasi perpajakan di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu : 

a) Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum 

Administrasi Negara dan Perpajakan mengenai analisis yuridis 

pengaturan  NIK menjadi NPWP serta konsep pengintegrasian NIK 

sebagai NPWP. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

bidang akademis dan sebagai kepustakaan dibidang Hukum 

Administrasi Negara dan Perpajakan. 

b) Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi,  

terutama praktisi hukum dan praktisi perpajakan dalam hal dapat 

memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan 

hukum dan pengaturan  NIK menjadi NPWP. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, 

terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai 

perkembangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perpajakan di 

Indonesia. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum yang digunakan adalah Menurut Gustav 

Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:14 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum 

positif ialah perundang-undangan 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat 

berdasarkan pada kenyataan 

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus 

dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari 

kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah 

dilaksanakan 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah  

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, 

didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti 

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, 

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih 

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.15  

 
14 Dino Rizka Afdhali et al., “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan 

Hukum 1,2” 6, no. 2 (2023): hal.558. 
15 https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, diakses pada 26 Januari 2024 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
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Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan nilai 

terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. Menurut Gustav Radbruch, 

hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:16 

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid).  

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit).  

3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau 

utility. 

Dalam hal ini kepastian hukum seharusnya   dapat   disimpangi   

dengan   dasar   keadilan   dan   kemanfaatan.   Dengan   demikian  

keberlakuan  kepastian  hukum  merupakan  hal  yang  penting  dalam  

hukum. Kepastian  hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan 

keadilan dan kemanfaatan hukum. tindakan hukum yang harus  dilakukan,  

baik  dalam  hukum  materiil  maupun  hukum  formil  telah  diketahui  pasti  

oleh masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  memperkirakan  tindakan  

hukum  yang  akan  terjadi nantinya.  Dengan  demikian,  persamaan  

dihadapan  hukum  yang  merupakan  unsur  dari  keadilan dapat diwujudkan 

dengan kepastian hukum.17 

 

 
16 Iyan Nasriyan, “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelengaraan Perpajakan Di 

Indonesia,” Logika : Journal of Multidisciplinary Studies 10, no. 02 (2019): hal.88. 
17 Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Perspektif Hukum Gustav Radbruch,” Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 2, no. 3 (2023): 

hal.11663. 
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Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum membutuhkan 

adanya validitas. Validitas ini memerlukan proses positivisasi, di mana 

hukum positif bisa berlaku tanpa harus terkait dengan keadilan atau 

kemanfaatan. Dalam hal ini berarti hukum yang telah dibuat tetap bisa 

berlaku tampa harus terikat pada nilai keadilan dan kebermanfaatan, 

sehingga masyarakat harus patuh terhadap hukum positif walapun kurang 

adil. 18 

Dalam teori kepastian hukum ini mengedepankan bahwa hukum 

merupakan hal positif yang didasari pada kenyataan kemudian dibuat secara 

jelas dan tegas tidak mudah diubah.Teori ini dipergunakan untuk mengkaji 

bagimanan proses Implementasi perubahan NIK sebagai NPWP dalam 

sistem perpajakan di Indonesia.  

2. Teori Perlindungan Hukum 

Dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon 

konsep perlindungan hukum adalah penghayatan atas kesadaran akan 

perlindungan bagi harkat dan martabat seseorang yang bersumber pada asas 

Negara Hukum Pancasila. Hadjon mengklasifikasikan terdapat dua bentuk 

sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif.19 

 
18 Ardiansyah, “Asas Kepastian Hukum Dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan 

Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia,” Zaaken 4, no. 3 (2023): hal.419. 
19I Nyoman Putu Budiarrtha I Dewa Gede Atmadja, Teori Teori Hukum (Malang: Setara 

Press, 2018). 
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Philipus M. Hadjon menggabungkan ideologi Pancasila dengan 

konsepsi perlindungan hukum barat, dalam perlindungan hukum rakyat 

barat bersumber atas konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia, konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law, 

sehingga Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir 

dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah.20  

Dalam penerapatanya jika melihat dari teori Hadjon maka setiap 

tindakan hukum harus sesuai dan sejalan dengan pancasilah yang 

merupakan filsafah negara Indonesia yang merepresentasikan keperibadian 

bangsa Indonesia dan juga menggabungkan konsepsi perlindungan hukum 

barat. 

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan 

hukum untuk mencegah terjadinya sengketa yang mana hal ini terkandung 

dalam peraturan perundang-undangan batasan-batasan dalam melakukan 

kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum hukum represif berupa 

penyelesaian sengketa sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh negara 

kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum 

yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.21  

 

 
20 Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif,” 

Jurnal Analisis Hukum  (JAH) 3, no. 2 (2020): hal.209. 
21 I Dewa Gede Atmadja, Teori Teori Hukum. hal 166 - 169 
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Pada perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan 

terjadinya sengketa dengan memperhatikan Batasan dalam peraturan 

perundang undangan, sedangkan perlindungan hukum represif berfokus 

pada proses penyelesaian sengketa agar terjaminya hak dan kepentingan 

masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teori berlindungan hukum 

preventif dalam menjawab bagimana dampak hukum penduduk terhadap 

perubahan NIK sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan di Indonesia. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk 

meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, 

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk 

menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian 

hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan 

sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, 

keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, 

teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.22 

 

 

 

 
22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 

47-48. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan  

Pendekatan perundang-undangan adalah dengan proses mengkaji 

semua undang-undang juga regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum 

yang sedang kaji.23 Pada penelitian akan menelaah Undang Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan 

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

b. Pendekatan cyber law 

 Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari 

Cyberspace Law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang 

berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang 

menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang 

dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.24 

Penulis akan menganalisi bagaimana sistem pemadanan NIK menjadi 

NPWP dalam website https://djponline.pajak.go.id dan perlindungan data 

pribadi wajib pajak. 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6, (Jakarta: Kencana, 

2010),hlm 93 
24 Sherly Nelsa Fitri, “Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-

undangan dan Pranata Sosial 7, no. 1 (2022): 104. 

https://djponline.pajak.go.id/
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3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum 

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum hukum primer, 

sekunder, dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat.25, yakni sebagai berikut: 

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. 

4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi. 

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang 

Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib 

Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. 

 

 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 31. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer,dandapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 26 meliputi: hasil 

karya para ahli berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal. Pendapat 

ahli, dan makalah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,27 

yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga 

ensiklopedia hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum melalui 

library research atau studi kepustakaan yaitu dengan mencari, 

mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal 

ilmiah dan artikel ilmiah serta melalui penelusuran pada situs-situs internet 

yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum yang sudah 

terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan (editing), penandaan 

(coding), penyusunan (reconstructing), dan sistematis(systematizing) 

berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.28 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Jakarta: Kharisma Putra 

Utama,2013,hlm.202. 
27 Ibid  
28 Ibid 
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5. Teknik Bahan Penelitian 

Bahan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan, dan 

dianalisis melalui metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif 

terhadap bahan hukum,yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan 

dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undang-undangan 

yang berlaku.29 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode deduktif, artinya penalaran yang berlaku umum 

pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi.30  

G. Sistematika Penelitian 

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terbagi menjadi empat bab, 

disetiap bab akan menguraikan permasalahannya secara terperinci yang disusun 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini dipaparkan dan diuraikan tentang Implementasi, perubahan, 

NIK, NPWP. 

 

 
29 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Jakarta: Kencana 2011,hlm.194. 
30 Ibid 
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BAB III PEMBAHASAN 

 Pada bab ini peneliti membahas dan menguraikan rumusan masalah yang 

telah diajukan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti tentang 

Implementasi Atas Perubahan NIK Menjadi NPWP. 

BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab ini peniliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan pengkajian. Di bab ini pula terdapat saran peneliti terhadap 

permasalahan yang dikaji.
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